
3. Undang-Undang ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Reneana
Umum Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2022-
2025;
1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia DahuIu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Keeil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

WALlKOTABANDUNG,

Mengingat

Menimbang

PROVINSIJAWABARAT
PERATURANWALlKOTABANDUNG

NOMOR2 TAHUN2023
TENTANG

RENCANAUMUMPENANAMANMODALKOTABANDUNG

TAHUN2022-2025

WALl KOTA BANDUNG

SALIMAN



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor63);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6671);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6618);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor42);

9. Peraturan ...
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BAB ...

:.PERATURANWALlKOTATENTANGRENCANAUMUM

PENANAMANMODAL KOTA BANDUNG TAHUN 2022-

2025.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 9 Tabun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor

93);

10. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 80 Tabun

2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerab Kota

Bandung Tahun 2017 Nomor 05);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerab Kota Bandung

Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11

Tabun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tabun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021

Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor

4 Tambaban Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor

4);
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BAB...

Pasal2
Jangka waktu pelaksanaan pencapaian RUPMKberlaku
sampai dengan tahun 2025 mengacu pada pedoman yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BABII
JANGKAWAKTU

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah WallKota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaHKota
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di Daerah Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung
selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen
perencanaan Penanaman Modal dengan jangka
panjang berlaku sampai dengan 25 (dua puluh lima)
tahun.

8. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang
selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen
perencanaan penanaman modal Daerah Kota yang
disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota mengacu
kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional
dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kota.

BABI
KETENTUANUMUM
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BAB ...

Pasal4

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMKsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan WaliKota ini.

infrastruktur, pariwisata dan industri (kreatif);

4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;

5. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;

6. pemberian kemudahan, dan/ atau insentif

penanaman modal; dan

7. promosi penanaman modal.

e. peta panduan implementasi RUPMD,meliputi:

1. pengembangan dan percepatan penanaman modal

yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;

2. percepatan pembangunan infrastruktur dan

pengembangan sektor unggulan Kota Bandung;

dan

3. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

f. pelaksanaan;

g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal

yang strategis dan cepat menghasilkan.

jasa,

Pasal3

Ruang lingkup naskah RUPMD,meliputi:

a. pendahuluan;

b. asas dan tujuan;

c. visi dan misi;

d. arah kebijakan penanaman modal, meliputi:

1. perbaikan iklim penanaman modal;

2. persebaran penanaman modal;

3. fokus pengembangan perdagangan,
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KEPALABAGIANHUKUM
PADASEKRETARIATDAERAHKOTABANDUNG,

BERITA DAERAH KOTABANDUNGTAHUN 2022 NOMOR 2

Diundangkan di Bandung

pada tanggal2 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTABANDUNG,

TID.

EMASUMARNA

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 2 Februari 2023

WALl KOTABANDUNG,

TID.

YANAMULYANA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Pasal6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal5
Pelaksanaan RUPMK dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BABIV
PELAKSANA
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A.PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur

keberhasilan pembangunan eli suatu wilayah. Perturnbuhan ekonorniyang
tinggi dan rnerata akan marnpu rnenciptakan lapangan kerja yang luas,

rneningkatkan pendapatan rnasyarakat rnaupun pernerintah, serta
rnengatasi rnasalah pengangguran dan kerniskinan. Perturnbuhan

ekonorni dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah,
baik dalam bentuk akurnulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
Penanarnan Modal Asing (PMA),rnaupun investasi pernerintah. Secara

urnurn investasi akan masuk ikesuatu daerah tergantung dari daya tarik
daerah tersebut terhadap investasi serta terciptanya iklirnyang kondusif.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap
investasi salah satunya tergantung dari kemarnpuan daerah dalarn

rnerumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan durtia
usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Kernampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat

digunakan sebagai ukuran daya saing perekonornian daerah relatif
terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan
daya tariknya serta memenangkan persaingan. Salah satu hal yang dirasa
sangat penting dalam rangka rnenarik minat investor adalah indikator
ekonomi rnakro yang stabil serta tersedianya kualitas tenaga kerja dan
input lainnya. Hal ini rnenuntut perubahan orientasi dari peran
pernerintah, yang sernula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah
rnenjadi supervisor dan katalisator/fasilitator, sehingga peran swasta
dalam perekonomian dapat berkernbang optimal.

Kebijakan penanarnan modal harus diarahkan untuk menciptakan
daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi
perekonomian Indonesia rrtenuju ekonorni global. Dalam upaya
mernajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan,
.f>emerintahberkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanarnan

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA

TAHUN 2022-2025

LAMPIRANI : PERATURANWALlKOTABANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN2023

TANGGAL: 2 Februari 2023



modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan

ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi

keunggulan kompetitif. Komitrnen Pemerintah tersebut, antara lain

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana
tercantum dalam tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang
menyebutkan bahwa tujuan didirikan NegaraRepublikIndonesia, antara

lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Tujuan kesejahteraan umum agar tercapai diperlukan berbagaiupaya.

Salah satu upaya tersebut adalah denganmelaksanakan pembangunan di

seluruh bidang kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan berorientasi
pada pertumbuhan dan pemerataan untuk keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pendanaan yang
besar. Namun pada sisi lain pemerintah memilikiketerbatasan kapasitas

dalam pendanaan. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pemerintah
memberikan kesempatan kepada para penanam modal (investor)yang
berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri untuk menanamkan
dananya dalam pembangunan untuk mendukung terwujudnya
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga pembangunan dapat

berkelanjutan dan berkualitas.
Investor dari dalam negeri dan luar negen, yang menanamkan

modalnya tersebut, membutuhkan situasi dan kondisi yang kontributif
dan positif untuk pengembangan usahanya. Karena itu, beberapa faktor

yang mempengaruhi situasi dan kondisi tersebut, antara lain meliputi,
pertama, adanya jaminan hukum dan kepastian hukum. Kedua,
meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung lainnya yang
memadai.Ketiga,Pemerintahmendorongpembangunan sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan

akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem­
sistemperizinan sebelumnya.Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dalam bidang hukum

investasi, berupa reformasi peraturan perundang-undangan dalarn
penanaman modal yang lebih responsif terhadap perkembangan dan
tuntutan para penanam modal.

Dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat secara umum, dan khususnya peningkatan penanaman
modal dengan dukungan swasta, Pemerintah Kota Bandung perlu

menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota (RUPMK).RUPMK

2
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B. ASAS DAN TUJUAN

B.1 Asas

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal beserta penjelasannya telah ditentukan 10
asas dalam penanaman modal atau investasi. Sepuluh asas itu disajikan

berikut ini:
1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang

meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang

penanaman modal.
2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat

untuk memperolehinformasiyang benar, jujur dan tidak diskriminatif

tentang kegiatan penanaman modal.
3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah

asas perlakukan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalarn
negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanaman
modal dari negara asing lainnya.

5) Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh

penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya
untuk rnewujudkan kesejahteraan rakyat.

tersebut disusun untuk menjadi pedoman, arah kebijakan dan kerangka

acuan pengembangan penanaman modal yang disesuaikan dengan RP,]PD

dan RTRWKota Bandung. Dengan tersusunnya RUPMK,diharapkan akan

dapat meningkatkan nilai investasi dan menambah daya tarik para

investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Bandung.

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan

yang bersifatjangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMberfungsi

untuk menyinergikan dan mengoperasionaikan seluruh kepentingan

sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan

prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

3



B.2 Tujuan
Tujuan utama diselenggarakarinyapenanaman modal berdasarkan Pasal

3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal,yaitu:
1) meningkatkan pertumbuhan ekonomiDaerah Kota;

6)Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan

penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan
dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan
berdaya saing.

7)Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8)Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang

dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9)Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan
dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya

pertumbuhan ekonomi.
10)Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional adalah

asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonorni
wilayahdalam kesatuan ekonominasional.

Dengan ditempatkannya sejumlah asas di dalam Undang-Undang
Penanaman Modal, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang penanaman
modal harus mengacu Undang-UndangPenanaman Modaldan paling tidak,

setiap peraturan yang akan di terbitkan baik ditingkat pusat maupun
daerah harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam Undang­

Undang Penanaman Modal.
Disamping asas-asas hukum diatas, dalam Agreement on Trade Related

Investment Measures (TRIMs)telah menentukan sebuah asas, yakni asas
nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman
investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat state
borderless (tidakmengenal batas negara). Olehkarena itu, dapat dikatakan
bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara

investasi asing dengan investasi lokalyang telah dimasukan ke dalam Pasal

3 ayat (1)huruf d Undang-UndangPenanaman Modal.
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Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsisten arah
perencanaan penanaman modal, maka arah kebijakan penanaman modal
Daerah Kotasecara umum disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor16
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanarnan Modal dan arahan dari

Peraturan KepalaBadan KoordinasiPenanaman ModalNomor9 Tahun 2012
tentang tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mencapai Visi diatas, maka disusun Misi sebagai
berikut:

1. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan penanaman modal secara

optimal dan terintegrasi;
2. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya

saing; dan
3. Mendorong pernerataan sumber kegiatan ekonomi dan nilai tambah

yang berkelanjutan.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan
(desired future). Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan (i)Visi
RUPMNasional dan RUPMProvinsi Jawa Barat, (ii) Visi RPJPD Kota

Bandung Tahun 2005-2025, (iii) RTRWKotaBandung 2011-2031 (iv)Visi
RPJMD Kota Bandung 2018-2023, (v) Perda Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta (v)hasil analisis potensi dan
realitas KotaBandung, maka ditetapkan VisiRencana Umum Penanaman
Modal(RUPM)KotaBandung Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kota Bandung sebagai Tujuan Utama Investasi yang
Unggul, Bermartabat, dan BerkeZanjutan"

c. VISI DANMISI

2) menciptakan lapangan kerja;

3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah Kota;

5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologiDaerah Kota;

6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri;

8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota.
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Kabupateri/Kota, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik Daerah
Kota.Arah kebijakan penanaman Daerah Kota,yaitu sebagai berikut:
1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal tnerupakan suatu lingkungan kebijakan,
institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kortdisi

yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat

pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat

mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan
kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun

perluasan penanaman modalyang telah berjalan. Iklimpenanaman modal
bersifat dinamis, artinya setiap elemenyang terkandung didalamnya akan

mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu.
Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya

meskipun iklimpenanaman modal akan sangat diwamai oleh situasi dan
kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik rnasing­
masing perekonomian regionaldan daerah akan memberi arah penekanan
yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di
Indonesia.
Arah kebijakan perbaikan iklimpenanaman modal meliputi:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Daerah Kota
Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka

kelembagaan penanaman modal di Daerah Kota, perlu merniliki visi

yang sarna mengenai pernbagian urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan-wewenangdi bidang
penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga­

lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di
Daerah Kotapaling sedikit dilakukan dengan cara:

• pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)di
bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif, dan
akomodatif terhadap penanarn modal (investor)yang berorientasi
pada kernudahan dad. kecepatan pelayanan, serta berstandar

intemasional;

• meningkatkan ketersediaan dan kualitas kebijakan, perencanaan,
dan koordinasi antar lembaga/fnstansi (horizontaldan vertikal) di
dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam

modal secara terpadu;

• meningkatkan peran IDPMPTSPuntuk lebih proaktif menjadi
inisiator penanaman modal, serta berorientasi pada pemecahan

6
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c. Hubungan Industrial dan Kete-nagakerjaan

Hubungan industrial dan ketenagakerjaan yang sehat dalam
penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan

sumber daya manusia di Daerah Kota, oleh karena itu diperlukan:

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah Kota

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Bandung
dilaksanakan melalui:

• meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan cara penyuluhan
pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi,
dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan /fasilitasi
penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal

dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;

• meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap para
pelaku usaha sehingga tertib secara administrative;

• perkuatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara
penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan
penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan
ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap

penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;

• penguatan sistem pengendalian internal secara sistematis dan
berkelanjutan.

masalah (problem-solving) dan fasilitasi, baik kepada para penanam

modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di
Daerah Kota;

• meningkatkan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas,
lengkap, dan operasional;

• meningkatkan ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya manusia
(SDM)aparatur penyelenggara Penanaman Modalyang profesional
dan berintegritas;

• pengembangan, penataan, dan pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK)dalam pelayanan yang berorientasi pada
peningkatan daya saing (sistem aplikasi, database, fitur, dan lain­

lain);

• meningkatkan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan
stakeholder potensial dan strategis.
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d. Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan retribusi daerah ke depan
adalah sebagai berikut:

• peningkatan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang
rasional dan objektifsesuai aturan yang berlaku;

• melakukan upaya simplifikasi/penyederhanaan sistem administrasi
perpajakan daerah dan retribusi terutama yang terkait dengan
pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal;

• melakukan penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban
pembayaran yang tidak memberatkan penanaman modal/ investor
dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

• Pemerintah Daerah Kota, sesuai kewenangannya menetapkan

kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang
melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di

sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan
sebagai sektor unggularr/prioritas daerah.
Selain itu, pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi daerah bagi
kegiatan penananaman modal perlu memperhatikan aspek strategis
sektoral, wilayah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan

bidang usaha.

• penyediaan dan penerapan aturan hukum yang mendorong
terlaksananya sistem penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan/ atau perundingan kolektif yang harmonis antara
buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;

• penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk
memberikan programpelatihan dan peningkatan keterampilan dan

keahlian bagi para pekerja;

• memperkuat kebijakan perlindungan, pengupahan dan
keselamatan kerja bagi para buruhj'pekerja;

• pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan penanaman modal;

• mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan
(research & development) yang aplikatif yang menghasilkan

produk/ jasa berkualitas;

• pengembangan kapasitas SDMberbasis keahlian dan pengetahuan
(talent & knowledge workel1.
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RDTR
No SWK RTRW

Pengembangan Prioritas

1 Bojonagara Pemerintahan Aeribiopilis Perdagangan, Jasa
dan dan Industri
Pendidikan

2 Cibenuying Pendidikan, Travelapolis, Perdagangan,
Industri dan perlindungan Kegiatan Pariwisata
Perumahan bangunan dan Jasa berbasis

Heritage dan industri kreatif
Pusat Kuliner

3 Tegalega Industri c$an Pengembangan Industri Kreatif
Pergudangan industri kreatif

(Mediapolis)

2) Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal dilakukan untuk mendorong terciptanya

pemerataan pembangunan ekonomi daerah, sehingga kegiatan ekonomi

atau kegiatan usaha diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik

saja. Persebaran penanaman modal dapat dilakukan dengan persebaran

wilayah penanaman modal atau dengan persebaran sektoral kegiatan

usaha.

Berdasarkan RUPM Provinsi Jawa Barat, Daerah Kota termasuk ke

dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus (KK) Cekungan

Bandung dimana kegiatan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang mampu

mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini

kegiatan ekonomi utama difokuskan pada sektor tersier yang meliputi

perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan

perkotaan.

Kegiatan ekonomi Daerah Kota ke depan diharapkan dapat tercapainya

pemerataan dengan mengopt!i.malkan potensi wilayah sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi baru, akan tetapi pengembangan kegiatan usaha

atau penanaman modal juga harus mernperhatikan kebijakan spasial yang

menjadi prioritas pengembangan di wilayah tersebut, pengembangan

kegiatan ekonomi diluar fokus atau prioritas utama masih bisa dilakukan

selama tidak bertabrakan dengan kebijakan spasial atau kewilayahan.

Arab kebijakan persebaran penanaman modal Kota Bandung diarahkan

kepada distribusi dan pernerataan kegiatan usaha pada 8 (delapan) Sub

Wilayah Kota (SWK)sebagai berikut;

9



Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di
Daerah Kota,yaitu:
• pemanfaatan dan persebaran ruang yang arnan, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan bagi penartaman modal;

RDTR
No SWK RTRW

Pengembangan Prioritas
4 Karees Perdagangan Pengembangan Perdagangan dan

Kawasan kreatif Kawasan kreatif

terpadu terpadu

(Karyapolis)

5 Arcamanik Perumaharr/ Pengembangan Pengembangan jasa

Properti pusat pembinaan dan potensi olahraga

potensi olahraga

(Sportipolis)

6 Ujungberu Perumaharr/ Pengembangan Perdagangan

ng Properti seni budaya berbasis ekonomi

berbasis kerakyatan

masyarakat

(Sundapolis)

7 Kordon Jasa dan Pengembangan Jasa dan Ekibisi

Perumahan/ fasilitas dan

Properti penyelenggaraan

event-event

sebagai etalase

produk karya dan

jasa

(Ekshibisiopolis)

8 Gedebage Properti Pengembangan Perdagangan besar,

Kawasan yang Pemerintahan,

bersinergikan Perumaharr/Properti
antara , Transportasi

pendidikan tinggi,

ekonomi kreatif,

komersial dan

pusat

pemerintahan
berkonsep

teknopolis
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3) Fokus Pengembangan PerctaJ~angan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata
dan Industri (Kreatifl

Fokus pengembangan penanaman modal di Daerah Kota, tidak serta

merta dapat mengikuti fokus penanaman modal di Indonesia, karena
tidak seluruhnya relevan. Dengan demikian Daerah Kota menetapkan

sektor unggulan atau prioritas sesuai potensi dan karakteristik Daerah
Kota. Berikut ini diuraikan arah kebijakan terkait fokus (a) perdagangan
dan jasa, (b)infrastruktur, (c)pariwlsata, serta (d) industri (kreatif).
a. Perdagangan dan Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang
perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:

• meningkatkan identifikasi kegiatan perdagangan dan jasa yang
memberikan daya sairlg dan kontribusi yang cukup besar bagi

ekonomi Daerah Kota, serta memilki multiplier effect yang besar;

• memberikan kemudahan dan insentif kepada investasi dan
I

kegiatan ekonomiyang bergerak di bidang perdagangan, jasa, serta
makanan minuman sebagai sektor unggulan yang harus terus
dikembangkan di Daerah Kota;

• perkuatan pelatihan dar. pendampingan pelaku usaha secara lebih
intensif dan berkelanjutan;

• pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang bersifat
intensifikasi dan memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan

usaha di depan iforuiard linkage) dan kepada bidang usaha di

belakang (backward lin~age);

• pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan

sektor-sektor strategia/prioritas sesuai daya dukung lingkungan dan
potensi unggulan yang dimiliki Daerah Kota;

• pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal
dengan pertimbangan spasial yang mendorong pertumbuhart dan
persebaran penanaman modal di Daerah Kota;

• percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, baik dengan
mengembangkan skema Kerjaeama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU)dan maupun dengan skema non KPBUyang diintegrasikan
dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang

strategis Iprioritas.
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I

cenderung sudah semakin jenuh. Arah kebijakan pengernbangan

penanaman modaldi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat rm

sudah tersedia;
2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan

infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di

kelurahan dan kecamatan,
3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur KotaBandung sesuai

dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan
infrastruktur;

4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah
kecamatan atau SWKsedang berkembangdan belum berkembang;

5) percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana

pelayanan dasar seluruh wilayahDaerah Kota;

b. Infrastruktur
Daerah Kotamemilikikebutuhan infrastruktur baik infrastruktur

fisik dan nonfisik pada bidang Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan
Transportasi karena Daerah Kotamerupakan pusat aglomerasi sosial
ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekitamya.
Pengembangan infrastruktur menjadi sangat penting akan tetapi
harus disesuaikan dengan persebarannya dan kebutuhannya dalam
rangka mempengaruhi arah pembangunan Daerah Kota ke depan
dengan muncul pusat pertumbuhan baru supaya kegiatan ekonomi

terjadi pemerataan tidak terpusat di wilayah tertentu saja yang

• peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan,

jasa, serta makanan minuman yang ramah terhadap UMKMK

dan terintegrasi dad hulu ke hilir;

• peningkatan kegiatb penelitian dan pengembangan untuk

menjaga dan meningkatkan citra Daerah Kota sebagai kota

Perdagangan dan .Jasa;

• pengcmbangan kebijakan, infrastruktur dan ekosistem terkait

ekonomi digital dan perdagangan secara elektronik (e-commerce)

untuk melindungi kepentingan pelaku usaha UMKM dan

Koperasi Daerah Kota;

• pengembangan jasa di bidang IT (start up, fintech, dan
sebagainya)dan jasa lainnyayangberbasis inovasidan teknologi.
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d. Industri
Arah kebijakan dalarn rangka pengembangan penanarnan modal

di bidang industri adalah sebagai berikut:

•

•

•

•

•
meningkatkan SDMdalam pengembangan wisata

I

membangun sistem tranportasi dan sarana dan prasarana
(infrastruktur) terpadu penunjang kegiatan pariwisata;

memperkuat sistem inforrnasi dan manajemen kepariwisataan
serta peningkatan promosi potensi wisata;

melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan
obyekwisata;

pengembangan Qualit1 Tourism Experience dengan nilai-nilai
utama, yaitu pariwisata berkelanjutan, kepuasan pengalaman,
minat khusus, SOMterampil, dan adopsi teknologi;
meningkatkan daya saing, sistem dan jejaring pariwisata melalui
penguatan kelembagaah dan peran industri kreatif masyarakat.

•

c. Pariwisata
Arah kebijakan dalam rangka pengembangan penanaman modal

di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

• pengembangan kepariiwisataan kreatif dengan memanfaatkan
keragaman potensi keindahan alam, seni, budaya, dan sejarah di

kawasan peruntukan pariwisata dengan memperhatikan
kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan

lingkungan alarn serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

• perkuatan implementasi konsep ekowisata perkotaan dan
pariwisata perkotaan kreatif;

• pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan
harapan target pasar;

• mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan potenst/ternatik
yang dimilikimasing-masingwilayah;

• memperkuat sinergi kegiatan dan industri pariwisata dengan
segmentasi Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE);

6) percepatan pemenuHan kebutuhan infrastruktur melalui

mekanisme skema KerjasamaPemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
atau non KPBU;

7) pengembangan sekto~ strategis pendukung pembangunan
infrastruktur.
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4) Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan
Keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang sangat penting untuk

diperhatikan dalam hal penanaman modal. Penanaman modal di Daerah
Kota harus terus menuju arah pengembangan ekonomi hijau (green

economy) dengan target yang ingin dicapai yaitu perturnbuhan ekonomi

yang berkualitas dan sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pernbangunan
lingkungan hidup. Hal tersebut mencakup perubahan iklim, pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta
penggunaan energi baru dan terbarukan.
Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green

investment) di Daerah Kota adalah:

• meningkatkan sinergi ~ebijakan dan program pernbangunan
lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah
kaca pada sektor transpo~tasi, industri, dan lirnbah, serta program

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

• pengernbangan sektor-seIttor prioritas dan teknologi yang ramah

lingkungan;

• pengembangan ekonomi ~ijau (green economy) dan investasi hijau
(green investment);

• rnendorong kebijakan penggunaan bahan baku, pengolahan, dan
teknologi yang ramah lingkungan dalam proses produksi perusahaan;

• penguatan basis industri (kreatif) yang mempunyai daya saing,

baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional;

• meningkatkan peran, inovasi, dan nilai tam bah industri unggulan

Daerah Kota sebagai modal penggerak perekonomian lokal di era

Revolusi Industri 4.0;

• peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (fisik dan

digital) penunjang industri secara terpadu, diantaranya laban,

energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan

transportasi dan jaringan telekomunikasi;

• meningkatkan sinergi dan keseimbangan peran antara industri

besar dengan UMKMdan Koperasi;

• mengembangkan sentrafkawasan industri berbasis potensi

unggulan Daerah Kota;

• peningkatan kernampuan SDM dan penguasaan pengetahuan di

bidang teknologi industri;

• memperkuat pengernbangan industri hijau.
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5) Pemberdayaan UMKM dan KQperasi
Sektor Usaha Mikro,Kecil,Menengah, dan Koperasi yang merupakan

salah satu penggerak penting dalam perekonomian Daerah Kota serta
penyedia lapangan kerja terbesar.

Kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong

upaya Pemerintah Daerah Kota dalam rangka meningkatkan daya saing
industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan

UMKMdan Koperasi.
Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan

berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

• strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada
pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih

• pemberian kemudahan danj atau insentifpenanaman modal diberikan
kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian
lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan

pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon
(carbon trade);

• peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah
lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek huiu hingga aspek
hilir;

• pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan
kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan

pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan
munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang
memperkenalkan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan,

mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam
rangka upaya penemuan teknologibaru yang ramah lingkungan;

• mendorong kebijakan terkait internalisasi dana lingkungan pada
anggaran perusahaan;

• pembatasan penggunaan plastik dengan tujuan meminimalisir
sampah plastik dengan melakukan penguatan program yang telah

berjalan atau program lainhya yang berwawasan lingkungan;

• memperkuat aturan kewajiban penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS),Studi AMDAL/ANDALALIN,atau UKLjUPL
bagi investor untuk rnenjamin keberlangsungan lingkungan;

• memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.
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• strategi aliansi strategis, yaitu strategi kernitraan berupa hubungan

(kerja sarna) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan

kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan

rnanfaat) sehingga dapat mernperkuat keterkaitan diantara pelaku

usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar

wirausahawan yang merniliki skala usaha lebih kecil mampu

rnenernbus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang

lebih besar. Aliansi terse but dibangun berdasarkan pertimbangan

bisnis dan kerjasarna yang saling rnenguntungkan. Pola aliansi

sernaeam inilah yang akan rnenciptakan keterkaitan usaha (linkage)

antara usaha rnikro, keeil, rnenengah, koperasi, dan usaha besar;

Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Kota Bandung

dilakukan rnelalui beberapa upaya, yaitu:

• rnernutakhirkan data seluruh UMKMdan Koperasi di Daerah Kota,
rnemverifikasi, serta rnenetapkan yang potensial untuk difasilitasi
dengan akses pernbiayaan dalam rangka meningkatkan taraf atau

skala usaha Usaha Mikro<danKoperasi.

• rnelakukan upaya peningkatan kapasitas surnber daya UMKMdan

Koperasi di Kota Bandung, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi,
dan manajemen.

• rneningkatkan fasilitasi kualitas produk dan kernasan, serta
pengembangan teknologi UMKMdan Koperasi rnelalui koneultasi,
pendampingarr/bimblngan, serta kegiatan pendukung lainnya.

• memfasilitasi UMKMdan Koperasi dalam pengenalan, promosi dan
pernasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan
dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo),

temu usaha (matchmaking) dengan penanarn modal (investOr)

potensial, dan lain-lain;

• membangun sistem simJ?an pinjam yang dapat memudahkan
pengusaha UMKMdan Kop.erasimernperoleh sumber pendanaan bagi
Penanaman Modal;

• merumuskan berbagai kebijakan untuk bantuan permodalan dart

menjembatani UMKMterkait akses pembiayaan perbankan, antara
lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan
modal bunga murah, dan lain-lain;

besar, usaha rnikro berkembang rnenjadi usaha keeil, kemudian

rnenjadi usaha rnenengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala

besar;
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6) Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal merupakan
suatu bentuk keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah

perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mendorong agar
perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal
Daerah Kotadiatur dan merujuk kepada Peraturan Daerah KotaBandung
Nomor4 Tahun 2022 tentang PenyelenggaraanPenanaman Modal.

Penanam modalyang dapat diberikan insentif harus membuka bidang

usaha prioritas KotaBandung yang meliputi;
a. perdagangan;
b. pariwisata dan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition;

c. jasa;
d. telekomunikasi;
e. infrastruktur dan perumahan;
f. perhubungan;
g. seni dan budaya;

h. manufaktur;
1. makanan dan minuman; dan

J. fashion.
Kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan Pemerintah

Daerah Kotayaitu dalam bentuk:
a. penyediaan data informasipeluang Penanaman Modal;

b. penyediaan dan Iatau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
c. penyediaan dan/ atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
d. penyediaan danZatau fasilitasi penyediaan bantuan teknis;
e. percepatan proses perizinan secara parallel.
Insentif yang diberikan yaitu berupa:

a. pemberian penghargaan;
b. pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah;

c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

• mendorong terciptanya skema kemitraan dan jejaring UMKMdan
Koperasi yang bergerak di sektor-sektor prioritas Kota Bandung
dengan perusahaan besar;

• memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Bandung untuk lebih

diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas.
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7) Promosi Penanaman Modal
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota

Bandung menyelenggarakan promosi Penanaman Modal untuk menatik
calon Investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Promosi dalam hal ini dilakukan melalui kegiatan:
a. penyusunan materi promosi;
b. bimbingan dan konsultasi;
c. analisis minat penanaman modal;
d. penyelenggaraan pameran;

e. temu usaha;

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan

adalah yang memiliki kantor pusatj cabang di Daerah Kota dan setidaknya

dapat memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut;

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap banyak tenaga kerja loka1;

c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional

bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;

1. melakukan alih teknologi;
J. melakukan industri unggulan;

k. berlokasi di perbatasan kota;
1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
n. bekerja sarna dengan UKMdan Koperasi;danl atau
o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan

yang diproduksi di dalam negeri oleh pelaku UKMdan Koperasi.
Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modalwajib

menyampaikan laporan kepada Walikotapaling sedikit satu tahun sekali
yang memuat laporan penggunaan insentif'/kemudahan, pengelolaan

usaha dan rencana kegiatan usaha.

d. pemberian dana stimulan untuk UKMdan Koperasi.
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f. seminar investasi;

g. fasilitasi misi investasi; dan

h. penyebarluasan informasi penanaman modalmelalui media cetak dan
elektronik.

Pemerintah Daerah Kota melakukan langkah-Iangkah strategis dalam
rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (image building)

daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan

khususnya untuk melakukah kegiatan penanaman modal di sektor
unggularr/prioritas daerah.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Daerah Kotaadalah sebagai
berikut:

a. penguatan citra (image building) sebagai tujuan penanaman modal
yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro­
penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra
penanaman modal;

b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetedpromotion),

terarah dan inovatif;
c. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan

pihak provinsi dan seluruh kementerian/Iembaga terkait di pusat;
d. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif

untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi reelisaei

penanaman modal;
e. peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi yang

menguntungkan melalui peningkatan popularitas dalam berbagai
aspek;

f. pengemasan potensi investasi wilayahmenjadi menarik;
g. menyusun dan menyajikan peluang kegiatan penanaman modal yang

lebih konkret;
h. penyelarasan kegiatan prornosi Tourism, Trade, and Investment (TTl)

dan Meeting, Incentive, Conventionand Exhibition (MICF;)dengan SKPD
terkait;

1. peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi dan media
cetak/ elektronik terutama televisi,media online dan media social;

J. pelaksanaan gelarpromosi investasi daerah untuk mendorong investor
awareness and willingness melalui seminar investasi, pameran, dan
kegiatan terkait lainnya;
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ARAB LANGKAH-LANGKAH INSTANSI
PASE

P~LAKSANAKEBIJAKAN KEBIJAKAN

Fa.se I Perbaikan Mengidentifikasi proyek DPMPTSP
2022-2023 Iklim besar dan strategis yang
Pengembangan Penanaman memiliki kendala dan
Pena.naman Modal belum memulai kegiatan
Modal yang usaha

relatif mudah Membuka hambatan DPMPTSP
dan cepat (debottlenecking) dan
menghasUkan langkah-langkah

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) PENANAMAN MODAL

Peta Panduan (Roadmap) penanaman modal sebagai acuan dalam
pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan urusan penanaman
modal baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan.

Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan
pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan Roadmap penanaman modal Daerah KotaTahun 2019-2025
dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase)pencapaian bidang
penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

panjang yang disusun secara paralel. Tujuannya agar efisien dan efektif
dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Daerah Kota.Adapun

fase Roadmap penanaman modal Daerah KotaTahun 2019-2025 adalah:
1. Fase I 2022-2023 (pengembangan Penanaman Modal yang relatif

mudah dan cepat menghasilkan);
2. Fase II 2022-2024 (percepatan pembangunan infrastruktur dan

pengernbangan sektor unggulan Daerah Kota);
3. Fase III2022-2025 (pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan].

Tujuan penyusunan Roadmap ini adalah sebagai dasar acuan
Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan tahunan yang

berkaitan dengan penanaman modal. Penjabaran Roadmap penanaman
modal Kota Bandung 2019-2025 secara lengkap dimuat dalam bentuk
tabel sebagai berikut:

k. fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi dalam rangka

matchmaking dengan perusahaan skala besar serta pembinaan
kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi:

1. kerja sarna dengan pusat promosi terpadu di negara-negara tertentu;
m. peningkatan pertemuan bisnis/temu usaha antara pelaku usaha

dengan Pemerintah Pusat maupun daerah.
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persebarannya
memperhatikandengan

kegiatan
Bandung

(Kreatif)

Pariwisata da~ penggerak
Industri ekonomi Kota

Pengembangan inventarisasi infrastruktur Distaru,
Perdagangan, strategis (jembatan, jalan, Bapelitbang,
Jasa, transportasi, listrik, air, Dishub
Infrastruktur, telekomunikasi) sebagai

Identifikasi dan Dinas PU,Fokus

Identikasi keserasian DPMPTSP,
sebaran kegiatarr/aktivitas Bapelitbang,
investasi sesuai dengan Distaru
kebijakan dan
danpemanfaatan ruang

Penyusunan peta potensi DPMPTSP
I

investasi Kota Bandung
berdasarkan SWK

Identifikasi peluang DPMPTSP,
investasi Kota Bandung Bapelitbang

pengendalian, pembinaan, KUKM,
bantuarr/fasilitasi terhadap Disperindag
penanam modaldan pelaku
usaha yang didukung oleh
SDMaparatur yang handal

Persebaran

Penanaman

Modal yang potensial dan siap
ditawarkan

dan DPMPTSP,
Dinas

Memperkuat
mengintensifkan

programjkegiatan,
termasuk jenis layanan
terkait penanaman modal
dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)

penyelesaian persiapan
proyek supaya bisa
dilakukan realisasi

I

Melakukan terobosan DPMPTSP,
kebijakan, Bapelitbang

PELAKSANA
INSTANSILANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKANKEBIJAKAN

ARAB
FASE
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ARAB LANGKAH-LANGKAH INSTANSI
FASE

KEBIJAKAN KEBIJAKAN PELAKSANA
Memberikan kemudahan DPMPTSP,
dan insentif sesuai Dinas PU
kewenangan Kota Bandung
pada investasi
infrastruktur strategis

Optimalisasi kapasitas dan Dinas PU,
pemanfaatan infrastruktur Distaru
yang sudah tersedia

Identifikasi pemanfaatan DLHK
sumber energi ramah
lingkungan (pengolahan
sampah menjadi sumber
energi, dan lainnya).

. -

Pengembangan kegiatan Dinas
perdagangan, jasa, KUKM,

pariwisata dan industri Disperindag,
(kreatif) yang memiliki Disbudpar
multiplier effect besar,
serta memiliki keterkaitan
besar kepada kegiatan
usaha di depan iforward

linkage) dan kepada bidang
usaha di belakang
(backward linkage)

Akselerasi penggunaan dan Dinas
pemanfaatan teknologi KUKM,

informasi dan komunikasi Disperindag,
(TIK) pada kegiatan Disbudpar
perdagangan, jasa,
pariwisata dan industri
(kreatif)

Penal'laman Peningkatan sinergi DLHK
Modal yang kebijakan dan program
Berwawasan pembangunan di bidang

Lingkungan I lingkungan hidup,
khususnya pengurangan
emisi gas transportasi dan
limbah

22
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Meningkatkan fasilitasi Dinas
kualitas produk dan KUKM,
kemasan, serta Disperindag
pengembangan teknologi
UMKM dan Koperasi
melalui konsultasi,
pendampinganjbirobingan,
serta kegiatan pendukung
lainnya

Penyelesaian hambatan Dinas
(debottlenecking) dan KUKM,
pengembangan sentra Disperindag,
industri kreatif di Kota DPMPTSP
Bandung

Pemberdayaan Pemutakhiran data seluruh Dinas
UMKMdan UMKMdi Kota Bandung, KUKM,
Koperasi memverifikasi, serta Disperindag.

menetapkan UMKMyang
potensial untuk difasilitasi
dengan akses pemhiayaan
dalam rangka
meningkatkan taraf atau
skala usaha UMKMK

kewajiban penyelenggaraan DLHK
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), Studi
AMDALjANDALALIN,atau
UKLjUPL bagi investor
untuk menjamin
keberlangsungan
lingkungan

Memperkuat aturan DPMPTSP,

Pengemhangan sektor- Bapelitbang,
sektor prioritas dan DPMPTSP,

I

teknologi yang ramah DLHK
lingkungan

FASE
INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH
KEBIJAKAN

ARAH
KEBIJAKAN!
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dan kolaborasi promosi
penanaman modal dengan
Kementerian

koordinasi DPMPTSPPeningkatan

Pengembanganstrategi dan DPMPi'SP,
kegiatan promosi yang Diskominfo
lebih fokus (targeted

promotion), terarah dan

inovatif

rnengimplementasikan
kebijakan pro penanaman
modal dan menyusun
rencana tindak image

building lokasi penanaman
modal

denganmenarik

Penguatan image building DPMPTSP,
sebagai daerah tujuan Diskominfo,
penanaman modal yang Bapelitbang

Pemberian dana stimulan Dinas KUKM
untuk UMKMdan Koperasi

terkait skema pemberian
kemudahan dan insentif
Penanaman Modal Kota
Bandung

Promosi
Penanaman
Modal

dan DPMPTSP,
regulasi Bapenda

Penyusunan
penyelarasan

Pemberian
Kemudahan
dan Insentif
Penanaman
Modal

Bandung untuk lebih
diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan
produktifitas UMKMyang
bergerak di sektor-sektor
yang diprioritaskan di Kota
Bandung

Memanfaatkan instrumen Bapelitbang,
Corporate Social Dinas
Responsibility (CSR) KUKM,
perusahaan-perusahaan Disperindag,
yang berada di Kota DPMPTSP

INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAH
KEBIJAKAN

FASE
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DPMPTSP

Meningkatkan DPMPTSP,
pengembangan kerjasarna Bapelitbang
dan kemitraan dengan
stakeholder potensial dan
strategis, termasuk dunia
pendidikan, usaha, dan
lain-lain

ketersediaan dan kapasitas
SDM aparatur
penyelenggara Penanaman
Modal

Meningkatkan

Penyusunan serta DPMP'l'SP
penyelarasan regulasi
pengembangan penanaman
modal Kotabandung

awareness and willingness
melalui seminar investasi,
pameran, dan kegiatan
terkait lainnya

Modal
Penanaman

Perbaikan
Iklim

Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Potensi
Ekol'lomi

Fase II
2022-2024

investormendorong

penanaman modal yang
lebih konkret

Investasi/BKPM,Perangkat
Daerah Provinsi bidang
Penanaman Modal
(PDPPM),Daerah lain serta
SKPDterkait

Pelaksanaan gelar promosi DPMPTSP
investasi daerah untuk

Peningkatan pemanfaatan DPMPTSP,
teknologi dan penggunaan Diskominfo
media elektronik terutama
televisi, media online dan
media sosial

Menyusun dan menyajikan DPMPTSP
peluang kegiatan

PELAKSANA

INSTANSILANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAB

KEBIJAKAN
FASE
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infrastruktur
Bapelitbang,

yang Dinas PU
Pengembangan

infrastruktur pada wilayah
pengernbangan baru atau
wilayah yang belum
berkembang di Kota
Bandung

Percepatan eksekusi Distaru,

Dinas PU,
Bapelitbang

perencanaan
pembangunan

mendorong percepatan
pengembangan UMKMK.

layanan KUKM,

yang DPMP'l'SP
perluasan
infrastruktur

Perdagangan,

Jasa,
Infrastruktur,
Parlwisata dan
Industri
(Kreatif)

Dinas PU,
dan Dinas

Fokus Pengembangan

Pengembangan infrastruktur baru

keserasianjkeselarasan Bapelitbang,
sebaran kegiatan investasi Distaru
sesuai dengan
perkembangan kebijakan
dan pemanfaatan ruang
terbaru

tingkat DPMPTSP,Percepatan

potensi investasi Kota Bapelitbang
Bandung berdasarkan
persebaran spasial SWK
maupun sebaran sektoral
dengan fitur yang inovatif
dan penerapan teknologi
terkini

peta DPMPTSP,Pengembangan

Akselerasi pemanfaatan DPMPTSP,
teknologi informasi dan Bapelitbang,
komunikasi (TIK) dalam Diskominfo
pelayanan (sistem aplikasi,
database, fitur, dll) secara
terpadu yang berorientasi
pada peningkatan daya
saing

Modal
Penanaman
Persebaran

INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAB
KEBIJAKAN

FASE
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pemberdayaandan
UMKMK

perdagangan, jasa, Disperindag,
pariwisata, dan industri Dinas KUKM

(kreatif) dengan pelibatan

kegiatan Disbudpar,Pengembangan

percepatan
Kota

berbasis inovasi
rangka
pembangunan
Bandung

Pengembangan jasa di Diskominfo

bidang IT (start up, fintech,
dsb) dan jasa lainrtya yang

dalam

Meningkatkan daya saing, Dinas
ekosistem dan jejaring KUKM,
kegiatan perdagangan, Disperindag,
jasa, pariwisata Disbudpar
danindustri(kreatifj

perdagangan, jasa, KUKM,

pariwisata dan industri Disperindag,
(kreatif) yang terintegrasi Disbudpar,
dengan pengembangan DLHK
infrastruktur dan energi
barn ramah lingkungan.

kegiatan DinasPengembangan

maupun nasional

INSTANSI

PELAKSANA

provinsi

denganterintegrasi
pengembangan
infrastruktur

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAH

KEBIJAKAN

I Percepatan investasi DLHK,

pembangunan pengolahan DPMPTSP,
sampah menjadi sumber Bapelitbang,
energi barn yang ramah Distaru
Jingkungan pada wilayah

yang belum berkembang
atau wilayah yang belum
memiliki potensi ekonomi
yang diunggulkan

FASE
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Mendorong kebijakan DLHK,

penggunaan bahan baku, Disperindag,
pengolahan, dan teknologi Dinas KUKM

yang ramah lingkungan

Pembatasan penggunaan DLHK

plastik dengan tujuan
meminimalisir sampah
plastik dengan melakukan
penguatan program yang
telah berjalan atau program
lainnya yang berwawasan
lingkungan

mengedepankan inovasi
dan penelitian dan
pengembangan dalam
rangka upaya penemuan
teknologibaru yang ramah
lingkungan

lingkungan,dukung

memprioritaskan kegiatan DLHK,
penanaman modaldi sektor DPMPfSP
pionir yang
memperkenalkan teknologi
baru, ramah energi dan
lingkungan,
,memperhatikan tata ruang
dan kemampuan atau daya

dan Distaru,Mendorong

ARAB LANGKAH-LANGKAH INSTANSI
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PELAKSANA

Penanaman Pemberian fasilitas, Bapenda,
Modal yang kemudahan danjatau DPMPfSP,
Berwawasan insentif penanaman modal DLHK
Lingkungan diberikan kepada

penanaman modal yang

mendorong upaya-upaya
pelestarian lingkungan
hidup termasuk
pencegahan pencemaran,
pengurangan pencemaran
lingkungan

FASE
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DPMPTSP,
ketersediaan dan kualitas Bapelitbang
kebijakan, perencanaan,
dan koordinasi antar

Meningkatkan

Pengembangan Penanaman
Ekonomi Modal

Perbaikan
Iklim

Fase III
2022-2025

Peningkatan pertemuan DPMPTSP
bisnis antara pela.kuusaha
dengan pemerintah pusat
maupun daerah

Fasilitasi keikutsertaan Dinas
UKM dalam promosi dalam KUKM,
rangka matchmaking Disperindag,

dengan perusahaan skala DPMPTSP
besar serta pembinaan
kemitraan usaha dengan
strategi naik kelas/ aliansi

Peningkatan pelaksanaan DPMPTSP,
gelar promosi investasi Diskominfo
daerah untuk mendorong
investor awareness and
willingness

Pengemasan potensi DPMPTSP,
investasi wilayah menjadi Diskominfo,

menarik Disbudpar

Peningkatan citra daerah DPMPTSP,
sebagai tujuan investasi Disbudpar,

yang menguntungkan Diskominfo
melalui peningkatan
popularitas dalam berbagai
aspek

Modal

Penanaman
Promosi

Pemberian penghargaan DPMPTSP
kepada penanam modal
dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman
modal

Percepatan proses DPMPTSP
perizinan secara paralel

dan insentif penanaman
modalModal

Penanaman

INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAB
KEBIJAKAN

FASE
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Penyediaan hard Bapelitbang,

Infrastructure dan soft Dishub,
infrastructure berskala Dinas PU
besar dan terintegrasi yang

dan memilki multiplier

effect yang besar

Industri
(Kreatif)

Jasa,

Infrastruktur,
Pariwisata daft.

infrastruktur Dinas PU
lingkungan

Pengembangan teknologi
Perdagangan, yang ramah

Peningkatan penggunaan DLHK,Fokus

Penyediaanjpenciptaan DPMPTSP,
wilayah yang menjadi Distaru,
sumber pertumbuhan baru Bapelitbang
di KotaBandung

Modal
Penanaman
Persebaran

Mendorong pengembangan Bapelitbang
penelitian dan
pengembangan (reseach

and development) yang
aplikatif yang
menghasilkan produkjjasa
berkualitas

Pengembangan kapasitas Disdik,
SDM berbasis keahlian & Disnaker
pengetahuan (talent and

knowledge worker)

berstandar internasional

PTSPdi bidang Penanaman
Modal yang lebih efisien,
efektif dan akomodatif
terhadap penanam modal

(investor)yang berorientasi
pada kemudahan dan
kecepatan pelayanan, serta,

sistem DPMPTSPPengembangan

modalpara penanam
secara terpadu

lembagajinstansi

(horizontal dan vertikan di
dalam rangka pelayanan
penanaman modal kepada

Berbasis
Pengetahuan

INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH
KEBIJAKAN

ARAB

KEBIJAKAfi
FASE
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pariwisata

kreatif

jasa,
industridan

kotaBandung sebagai

perdagangan,

Peningkatan kegiatan Bapelitbang,
penelitian dan Disperindag,

pengembangan untuk Disbudpar,

menjaga dan DinasKUKM

meningkatkan citra Kota

Implementasi persaingan Disperindag

usaha yang sehat dan

terlaksananya hubungan

industrial yang harmonis

informasi komunikasi, jasa Disperindag,

keuangan, pariwisata dan Dsikominfo
industri kreatif yang ramah

terhadap UMKMK dan

terintegrasi dari hulu ke

hilir

jasa KUKM,perdagangan,

Peningkatan penggunaan Disbudpar,

teknologi. pada kegiatan Dinas

lingkungan yang memiliki

yang berbasis pengetahuan

dan teknologi.

ramahbarnenergi

mengembangkan sumber

Peningkatan kegiatan Bapelitbang,

penelitian dalam rangka DLHK

DPMPTSP
DLHK,Peningkatan dan

percepatan penggunaan

teknologi dalam

pengembangan energi baru

ramah lingkungan yang

dapat memberikan

multiplier effect yang besar

ekonomi Kota Bandung

kegiatan

memenuhidapat

kebutuhan

INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAH

KEBIJAKAN
FASE
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Pemberian
Kemudahan
dan Insentit

Realisasi pemberian DPMPi'SP,
kemudahan dan insentif Bapenda
bagi penanaman modal
yang tepat sasaran

Koperasi yang bergerak di
sektor-sektor prioritas Kota
Bandung dengan
perusahaan besar

UMKM dan Disperindagjejaring

Mendorong terciptanya Dinas
skema kemitraan dan KUKM,

Melakukan upaya Dinas KUKM
peningkatan kapasitas
sumber dayaUMKMdiKota
Bandung, baik terkait
dengan aspek teknis,

inovasi, dan manajemen
berbasis pengetahuan dan
teknologi.

Pemberdayaan
UMKMdan
Koperasi

pengurangan pencemaran
lingkungan, serta
mendorong perdagangan
karbon (carbon trade)

pencemaran,

penanaman
mendorong
pelestarian
hidup

pencegahan

kemudahan DPMPTSP,
insentif DLHK,
modal PBapenda

kepada
modal yang
upaya-upaya
lingkungan
termasuk

Pemberian

darr/atau
penanaman
diberikan

Penerapan investasi hijau DPMPTSP,
(green investment)/ proyek- Bapelitbang
proyekhijau

Lingkungan

Modal yang
Berwawasan

Penanaman Peningkatan penggunaan DLHK
teknologi yang ramah
lingkungan secara luas dan
terintegrasi

FASE
INSTANSI

PELAKSANA

LANGKAH-LANGKAH

KEBIJAKAN

ARAB

KEBIJAKAN

33



F. PELAKSANAAN
RUPM Kota Bandung Tahun 2022-2025 dilaksanakan sebagai

langkah konkret untuk melaksanakan arah kebijakan dan peta panduan
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta terhadap peta panduan

(roadmap) implementasi penanaman modal berdasarkan fokus
pengembangan yang dituangkan. dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini.

Adapun pelaksanaan RUPMKotaBandung adalah sebagai berikut:
1) DPMPTSPdengan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah terkait di

KotaBandung berkewajibanuntuk melaksanakan ArahKebijakandan
Peta panduan yang terdapat di RUPMKotaBandung dengan bersinergi

atau berkolaborasi bersama seluruh pernangku yang berkepentingan
di bidang Penanaman Modal (Kadin, swasta, dunia usaha, asosiasi,

dsb) dengan sebaik-baiknya;
2) WaliKota, dalarn menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan

daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMKota
Bandung ini dengan menggerakan potensi dan kekuatan daerah yang
diperlukan;

3) Kepala DPMPTSPberkewajiban untuk menyusun rencana strategis
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan

pokok dan unggulan penanarnan modal sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada RUPMKotaBandung;

ARAH LANGKAH-LANGKAH INSTANSI
FASE

KEBIJAKAN KEBIJAKAN PELAKSANA

Penanaman Pengurangan dan DPMPTSP,
Modal keringanan atau Bapenda

pembebasan pajak daerah
Promosi Penguatan peran fasilitasi DPMPTSP
Penanaman hasil kegiatan promosi
Modal secara. pro aktif untuk

mentransformasikan minat
penanam modal menjadi
realisasi penanaman modal
Ke~a ~a dengan pusat DPMPTSP,
promosi terpadu di negara- Bapelitbang
negara tertentu
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KEPALABAGIAN HUKUM
PADASEKRETARIATDAERAH KOTABANDUNG,

WALl KOTABANDUNG,

TID.
YANA MULYANA

4) RUPM Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota;

5) Dalam pelaksanaan RUPM Kota Bandung ini wajib berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota

Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)dan Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, serta RUPM Provinsi dan RUPM

Nasional agar terwujud keselarasan dan kesinambungan

pembangunan daerah.
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Fokus Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
No

Pengembangan Langkah-langkah Pelaksana Langkah-langkah Pelaksana Langkah-Iangkah Pelaksana

Identifikasi
Pemberian Peningkatan

kegiatan
kemudahan dan penggunaan
insentif untuk teknologi pada

perdagangan dan
kegiatan kegiatan

jasa yang
Disperindag, intensifikasi dan perdagangan dan Diskominfo,

Perdagangan dan memberikan daya
DPMPTSP, ekstensifikasi

DPMPTSP,
1 dan Disperindag

jasa (terutama Jasa Disperindag,
Jasa samg

kontribusi
Bappelitbang kegiatan informasi Dinas KUKM

yang
perdagangan dan komunikasi dan jasa

cukup besar bagi
jasa, serta keuangan) yang

,ekonomi Kota
makanan ramah terhadap

Bandung, serta
rmnuman yang UMKMK dan

VISI Terwujudnya Kota Bandung sebagai Tujuan Utama lnvestasi yang Unggul, Bermartabat, dan Berkelanjutan

1. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan penanaman modal secara optimal dan terintegrasi

MISI 2. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing

3. Mendorong pemerataan sumber kegiatan ekonomi dan nilal tambah yang berkelanjutan

Peta Panduan (roadmap) Implementasi Penanaman Modal Berdasarkan Fokus Pengembangan

LAMPIRANII: PERATURANWALl KOTABANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL: 2 Februari 2023



terlaksananya
hubungan industrial
yang harmonis di
sektor perdagangan
danjasa

Peningkatan
kegiatan penelitian
dan pengembangan Bappelitbang
di sektor
perdagangan dan

Disperindag,
Bappelitbang,
DPMPTSP

Meningkatkan
daya saing,
ekosistem, dan
jejanng kegiatan

pernanfaatan

Akselerasi
penggunaan dan

Diskominfo,
Disperindag

teknologi informasi
dan komunikasi

Disnaker,
Disperindag

usaha
dan

Implementasi
persaingan
yang sehat

bersifat ramah
lingkungan.

dan
Disperindag,

J·asa yang
Dinas PU,

terintegrasi dengan
DLHK,

pengembangan
Bappelitbang

infrastruktur dan

kegiatan
perdagangan

Pengembangan

Disperindag,
Dinas KUKM

Pengembangan
kegiatan
perdagangan dan
jasa yang memiliki
multiplier effect
besar, serta
memiliki
keterkaitan besar
kepada kegiatan
usaha di depan
(forward linkage)
dan kepada bidang
usaha di belakang
(backward linkage)

dariterin tegrasi
hulu ke hilir

mampu menyerap
tenaga kerja dan
mengandung
unsur inovasi

memiliki multiplier
effect yang besar

Langkah-langkah PelaksanaLangkah-langkab PelaksanaLangkah-Iangkah Pelaksana

Jangka PanjangJangka MenengahJangka PendekFokus

Pengembangan
No

.,2



kepentingan pelaku
usaha UMKM dan
Koperasi Kota
Bandung

elektronik

Pengembangan
kebijakan,

jasa dalam rangka
meningkatkan citra
Kota Bandung
sebagai kota
Perdagangan dan
Jasa

infrastruktur dan
ekosistem terkait
ekonomi digital dan

Bappelitbang,
perdagangan secara

Diskominfo,
(e-

Disperindag,
untuk

Dinas KUKM

dan
Disperindag,

Jasa dengan
Dinas KUKM

pclibatan dan
pemberdayaan
UMKMK

Diskcminfo,
Disperindag,
DPMPTSP

yang
inovasi
rangka

lainnya
berbasis
dalam

Pengembangan
jasa di bidang IT
(start up, fintech,
dsb) dan jasa

perdagangan dan
Jasa

percepatan
pembangunan
Kota Bandung commerce)~--------~~---+------------4
Pengembangan melindungi
kegiatan
perdagangan

(TIK)pada kegiatan
perdagangan dan
Jasa

Langkah-langkah Pelaksana

Jangka Panjang

Pelaksana

Jangka Menengah

Langkah-langkahPelaksana

Jangka Pendek

Langkah-langkah

Fokus

Pengembangan
No

..3



Fokus Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
No

Pengembangan Langkah-langkah Pelaksana Langkah-langkah Pelaksana Langkah-langkah Pelaksana

Identifikasi dan
Pengembangan

inventarisasi
infrastruktur baru

infrastruktur
dan perluasan

strategis
layanan

Peningkatan
(jembatan, jalan,

infrastruktur yang
mendorong

penggunaan
transportasi, Dinas PU, teknologi

percepatan Dinas PU, Dinas PU,
listrik, air, Distaru,

pengembangan Dinas
infrastruktur yang

telekomunikasi) Bappelitbang,
KUKM,

ramah lingkungan
DLHK,

UMKMK, serta DPMPTSP Bappelitbang
sebagai penggerak Dishub dan memilki
kegiatan ekonomi

sesuai dengan
multiplier effect yang

Kota Bandung
strategi

besar
2 Infrastruktur

dengan
peningkatan
potensi ekonomi di

memperhatikan
kelurahan danpersebarannya
kecamatan

Memberikan Percepatan
kemudahan dan eksekusi

Penyediaan hard

insentif sesuai pembangunan
Infrastructure dan

kewenangan Kota DPMPTSP, infrastruktur pada
Dinas PU, soft infrastructure Bappelitbang,

Bandung pada Dinas PU wilayah
Distaru, berskala besar dan Dishub,

investasi pengembangan
Bappelitbang terintegrasi yang Dinas PU

infrastruktur barn atau wilayah
dapat memenuhi

strategis yang belum
kebutuhan kegiatan

4



DLHK,
Bappelitbang

dan

besar

Peningkatan
percepatan
penggunaan
teknologi dalam
pengembangan
energi baru ramah
lingkungan yang
dapat memberikan
multiplier effect yang

mengembangkan
sumber energi baru
ramah lingkungan
yang memiliki yang
berbasis
pengetahuan dan
teknologi.

belum berkembang
atau wilayah yang

sampah menjadi
sumber energi
baru yang ramah
lingkungan pada
wilayah yang

Percepatan
investasi
pembangunan
pengolahan

DLHK

s'urnber energi, dll]
menjadisampah

Identifikasi
pemanfaatan
sumber energi
ramah lingkungan
(pengolahan

pemanfaatan
Distaru

infrastruktur yang

Bappelitbang,
DLHK

penelitian
rangka

kegiatan
dalam

Peningkatan

Dinas PU
infrastruktur
provinsi maupun
nasional

terintegrasi dengan
PU, Bappelitbang,

pengembangan

Pengembangan
infrastruktur yang

dan
Dinas

sudah tersedia

Optimalisasi
kapasitas

Kotaekonomi
Bandung

berkembang
Kota Bandung

Langkah-langkah PelaksanaLangkah-langkah Pelaksana

DLHK,
DPMPTSP,
Bappelitbang,
Distaru

di

Langkah-langkah Pelaksana

Jangka PanjangJangka MenengahJangka PendekFokus
Pengembangan

No

5



Fokus Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
No

Pengembangan Langkah-langkah Pelaksana Langkah-Iangkah Pelaksana Langkah-langkah Pelaksana

belum merniliki
potensi ekonomi
yang diunggulkan
Percepatan Pengintegrasian
pemenuhan pembangunan
kebutuhan infrastruktur Kota
infrastruktur Bandung sesuai

Dinas PU, Dinas PU,
melalui mekanisme

Bappelitbang,
dengan peran

Distaru,
t-Percepatan skema Kerjasama masing-masing

DPMPrSP Bappelitbang ~
pembangunan Pemerintah dan wilayah dan
infrastruktur Badan Usaha jangkauan
terutama pada Dinas PU, (KPBU) atau non pelayanan
wilayah kecamatan Distaru KPBU infrastruktur
atau SWK sedang Percepatan
berkembang dan pemerataan
belum berkembang

Pengembangan
kebutuhan

sektor strategis Dinas PU,
pendukung

Dinas PU, prasarana dan
Distaru,

pembangunan
Bappelitbang sarana pelayanan

Bappelitbang
dasar seluruh

infrastruktur
wilayah Kota

--- - - .... __ .. -..- Bandung

6



Implementasi

Disnaker,
Disbudpar

hubungan industrial
yang harmonis di
sektor pariwisata

persamgan usaha
yang sehat dan

PD,
terlaksananya

Membangun
sistem transportasi
dan sarana dan Disbudpar,
prasarana Dinas
(infrastruktur) Dishub,
terpadu penunjang DLHK
kegiatan
pariwisata

Pengembangan
kepariwisataan
kreatif dengan
memanfaatkan
keragaman potensi
keindahan alarn,

Disbudpar,
seni, budaya, dan

Bappelitbang
sejarah di kawasan
peruntukan
pariwisata dengan
memperhatikan
kelestarian nilai-
nilai budaya, adat

Diskominfo,
Disbudpar

potensipromosr
wisata

Memperkuat sistem
informasi dan
manajemen
kepariwisataan serta
peningkatan

. .unsur movasi

Pemberian
kemudahan dan
insentif untuk
kegiatan
pariwisata yang DPMPTSP,
mampu menyerap Disbudpar
tenaga kerja dan
mengandung

cukup besar, serta Bappelitbang
memiliki multiplier
effect bagi ekonomi
KotaBandung

dan Disbudpar,
yang DPMPTSP,

daya samg
kontribusi

Identifikasi
kegiatan pariwisata
yang memberikan

Pariwisata3

Langkah-langkah PelaksanaLangkab-langkab PelaksanaLangkah-langkab Pelaksana

Jangka PanjangJangka MenengahJangka PendekFokus

Pengembangan
No

7



Disbudpar

Pengembangan
produk pariwisata
yang sesuai
kebutuhan dan
harapan target pasar

Perkuatan
implementasi
konsep ekowisata Disbudpar,
perkotaan dan Bappelitbang
pariwisata
perkotaan kreatif

sesuai dengan Distaru,
potensiyternatik Bappelitbang
yang dimiliki

wisata Disbudpar,destinasi
Mengembangkan

khusus, SDM
terarnpil, dan adopsi
teknologi

kepuasan
pengalaman,

Pengembangan
Quality Tourism
Experience dengan
nilai-nilai utarna,
yaitu pariwisata
berkelanjutan,

Disbudpar,
Bappelitbang,
Diskorninfo,
Disnaker

rninat

Meningkatkan
daya saing, sistem
dan jejaring
pariwisata rnelalui Disbudpar,
penguatan Bappelitbang
kelernbagaan dan
peran industri
kreatif masyarakat

Disbudpar,
Disnaker

Meningkatkan
surnber daya
manusia dalam
pengernbangan
wisata

istiadat, mutu dan
keindahan
lingkungan alam
serta kelestarian
fungsi lingkungan
hidup

Langkah-langkah PelaksanaLangkah-langkah PelaksanaLangkah-langkah Pelaksana

Jangka PanjangJangka MenengahJangka PendekFokus

Pengembangan
No
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Disnaker,
Disperindag

terlaksananya
hubunganindustrial
yang harmonis di
sektor industri
(kreatif)

mengandung
un sur inovasi

kontribusi
saing
memberikan

yang
daya

Disperindag
dan

DPMTPSP,
yang

Bappelitbang
cukup besar, serta
memiliki multiplier
effect bagi ekonomi
KotaBandung

usaha
dan

Implementasi
persaingan
yang sehat

DPMPTSP,
industri

insentif
kegiatan
(kreatif)

Pemberian
kemudahan dan

untuk

yang
Disperindag

mampu menyerap
tenaga kerja dan

industrikegiatan
(kreatif)

Identifikasi

Industri4

Peningkatan
kegiatan penelitian
dan pengembangan

Bappelitbang,
di sektor pariwisata

Disbudpar
dalam rangka
meningkatkan citra
KotaBandung

Perkuatan pelibatan
dunia usaha dan Disbudpar,
masyarakat dalam DPMPTSP,
pengembangan Bappelitbang
obyekwisata

Meeting, Incentive,
Convention and
Exhibition (MICE)

Memperkuat
sinergi kegiatan &
industri pariwisata

Disbudpar,
dengan segmentasi

Bappelitbang

Langkah-langkah Langkah-langkah PelaksanaPelaksana
. .masmg-masmg

wilayah

Jangka Panjang

Pelaksana

Jangka Menengah

Langkah-langkah

Jangka PendekFokus
Pengembangan

No
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Disperindag,
Bappelitbang

Mernperkuat
pengembangan
industri hijau

Disperindag,
dan

Dinas KUKM
. .smergi

keseimbangan

Meningkatkan

jejaring kegiatan
industri (kreatif)

Disnaker,
Disdik,
Disperindag

Peningkatan
kemampuan SDM
dan penguasaan
pengetahuan di
bidang teknologi
industri

perekonomian lokal
di era Revolusi
Industri 4.0

modal

Disperindag,
Bappelitbang,
DPMPTSP

samg,
dan

daya
ekosistem

Meningkatkan

pemanfaatan

Akselerasi
penggunaan dan

Diskominfo,
teknologi informasi

Disperindag
dan komunikasi
(TIK}pada kegiatan
industri (kreatif)

sebagai
penggerak

Bandung

Meningkatkan
peran, inovasi, dan
nilai tam bah
industri unggulan

Disperindag,
daerah Kota

Diskominfo,
Bappelitbang

Peningka tan
ketersediaan dan
kualitas
infrastruktur (fisik
dan digital)
penunjang industri Disperindag,
secara terpadu, Dinas PU,
diantaranya lahan, Dishub,
energi (listrik, gas), Diskominfo
air baku, jaringan
logistik, jaringan
transportasi dan
jaringan
telekomunikasi

Disperindag,
Bappelitbang

Pengembangan dan
penguatan basis
industri (kreatif)
yang mempunyai
daya saing, baik di
pasar lokal,
regional, nasional
maupun
intemasional

Langkah-langkah PelaksanaLangkah-langkah Pelaksana

Jangka Panjang

Pelaksana

Jangka Menengah

Langkah-langkah

Jangka PendekFokus

Pengembangan
No
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PADASEK
KEm~81(jmJ!~ HUKUM

~:II'Ul. KOTA8ANDUNG,"

WALlKOTA8ANDUNG,

'ITD.

YANAMULYANA

Fokus Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
No

Pengembangan Langkah-langkah Pelabana Langkah-Iangkah Pelabana Langkah-Iangkah Pelabana

peran antara
industri besar
dengan UMKMdan
Koperasi

Peningkatan
Mengembangkan kegiatan penelitian
sentra/ kawasan

Disperindag,
dan pengembangan

industri berbasis di sektor industri
Distaru, 8appelitbang

potensi unggulan (kreatif) dalam
8appelitbang

daerah Kota rangka
Bandung meningkatkan citra

Kota Bandung

11


